
 
 
 

 
 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR 23 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2014 

TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO 
MODERN  DI KABUPATEN BANJAR 

                    
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka pengaturan pusat perbelanjaan dan toko 

modern di Kabupaten Banjar yang berpengaruh terhadap 
penyelenggaraan pasar tradisional dan usaha kecil maka 
dipandang perlu melakukan Perubahan terhadap Peraturan 

Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan 
Pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di 
Kabupaten Banjar;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;  

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangn 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3817); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4444); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 
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6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4851); 

7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas 

dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5025); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5188); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor   244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Begara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3718); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang 

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 
2007 tentang Penataaan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 
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17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan 
dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1972-09/KPB.V.1971 tentang 
Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dan 

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan  Menteri 
Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971-103A/KP/V/1971 

tentang Ketentuan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan 
Izin Usaha Perdagangan; 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

68/M-DAG/PER/10/2013, tentang Waralaba Untuk Jenis 
Usaha Toko Modern; 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 
/M-DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar 

Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi 
Kalimantan Selatan; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 06); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 07), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 01); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 04); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 
Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 03); 
 

30. Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern di Kabupaten Banjar; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN 

DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 
DI KABUPATEN BANJAR                    

 
Pasal I 

 

Ketentuan dalam Pasal 6  ayat (2) huruf  c   Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 
Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 
Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(2) Penentuan jarak pusat  perbelanjaan dan toko modern diatur sebagai berikut: 
a. mini market dengan luas bangunan kurang dari 400 m² (empat ratus 

meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 500 m (0,5 km) dari pasar 
tradisional dan minimarket lainnya termasuk usaha sejenis lainnya; 

b. supermarket dan departemen store dengan luas bangunan 400 m2 (empat 

ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m2  (lima ribu meter persegi) 
wajib memenuhi jarak minimal 1500 m (1,5 km) dari pasar tradisional; 
dan 

c. hypermarket dan perkulakan dengan luas bangunan diatas 5000 m2   

(lima ribu meter persegi) wajib memenuhi jarak minimal 1500 m (1,5 km) 

dari pasar tradisional. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar  setiap orang  mengetahuinya  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 

Bupati  ini  dengan  menempatkannya  dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

 

        Ditetapkan di Martapura 
        pada tanggal 22 Juni 2015         
 

      BUPATI BANJAR, 
 

   
 
 

                 H. PANGERAN KHAIRUL SALEH 
 
 

 
Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 22 Juni 2015 
    
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
 

 
 
                 H.  NASRUN SYAH 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015  NOMOR 23 
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